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ABSTRAK

Kahar Thalib, “Analisis Kewenangan Gubernur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
di Provinsi Papua Barat”, dibimbing oleh Lily Bauw sebagai Pembimbing | dan Yustus Pondayar
sebagai Pembimbing I1.

Metode Penelitian menggunakan Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang digunakan
untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan konseptual, dengan mengutamakan data sekunder yang bersumber dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dipilih dua
permasalahan: 1). Bagaimana pelaksanaan kewenangan Gubernur melalui Biro Hukum dalam
menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/kota di
Provinsi Papua Barat?; 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Gubernur
dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat. Tujuan Penelitian
untuk 1). mengkaji dan menganalisis pelaksanaan kewenangan Gubernur melalui biro hukum dalam
menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses pembentukan peraturan daerah Kabupaten/Kota di
Provinsi Papua Barat; dan 2). Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
kewenangan Gubernur dalam pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota.

Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Negara Hukum, Teori Kewenangan dan
Teori Efektifitas Hukum.

Hasil Penelitian yang penulis peroleh adalah bahwa pelaksanaan kewenangan Gubernur
Papua Barat melalui Biro Hukum dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses pembentukan
Peraturan Daerah Kabupaten/kota secara umum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik
kewenangan Fasilitasi, kewenangan evaluasi, kewenangan klarifikasi dan kewenangan verifikasi. namun
kewenangan Verifikasi rancangan peraturan daerah sebelum pemberian noreg Perda tidak dilakukan oleh
Biro Hukum dan tidak pernah ada Berita Acara Hasil Verifikasi. Serta ada 5 (lima) faktor yang
mempengaruhi  pelaksanaan kewenangan Gubernur dalam pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat yaitu faktor aparatur/SDM, faktor belum adanya pelatihan-
pelatihan Legal Drafting, faktor Prasarana dan sarana, faktor hukum/regulasi dan faktor anggaran.

Kata Kunci: Kewenangan, Biro Hukum, Peraturan Daerah



ABSTRACT

Kahar Thalib, "Analysis of the Governor's Authority in Forming District/City Regional Regulations in
West Papua Province”, supervised by Lily Bauw as Supervisor | and Yustus Pondayar as Supervisor
Il.

The research method uses normative juridical research, namely research used to examine legal
rules and principles using a statutory approach and conceptual approach, prioritizing secondary data
sourced from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Next two
problems were chosen: 1). How is the implementation of the Governor's authority through the Legal
Bureau in carrying out its supervisory function over the process of forming Regency/City Regional
Regulations in West Papua Province?; 2). Factors influencing the implementation of the Governor's
authority in forming Regency/City Regional Regulations in West Papua Province. Research Objectives
for 1). reviewing and analyzing the implementation of the Governor's authority through legal bureaus
in carrying out supervisory functions over the process of forming Regency/City regional regulations in
West Papua Province; and 2). To find out the factors that influence the implementation of the Governor's
authority in forming district/city regional regulations.

The legal theories used in this research are the Theory of the Rule of Law, the Theory of
Authority and the Theory of Legal Effectiveness.

The results of the research obtained by the author are that the implementation of the authority
of the Governor of West Papua through the Legal Bureau in carrying out its supervisory function over
the process of forming Regency/City Regional Regulations is generally in accordance with statutory
regulations, including Facilitation authority, evaluation authority, clarification authority and verification
authority. However, the legal bureau does not have the authority to verify draft regional regulations
before granting noreg regulations and there has never been an official report on the results of the
verification. And there are 5 (five) factors that influence the implementation of the Governor's
authority in forming Regency/City Regional Regulations in West Papua Province, namely the
apparatus/HR factor, the absence of Legal Drafting training, the infrastructure and facilities factor, the
legal/regulatory factor and the budget factor.

Keywords: Authority, Legal Bureau, Regional Regulations
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